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Senin, 9 Januari 2012
KASUS PULAU PADANG

Kemhut Didesak Cabut Izin PT RAPP

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Kehutanan didesak menindaklanjuti penghentian sementara izin operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan mencabut izin secara permanen. Langkah ini penting untuk menyelamatkan Pulau Padang dari ancaman bencana ekologi dan sosial.
“Kalau Kementerian Kehutanan tidak mencabut izin operasional PT RAPP di Pulau Padang, hutan alam gambut di pulau itu terancam terkonversi. Selain itu, gejolak sosial juga bisa terus muncul,” ucap Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics, Minggu (8/1), di Jakarta.

Ia mengungkapkan, dalam rencana kerja tahunan 2011, RAPP akan mengonversi lahan gambut seluas dari 30.000 hektar (hampir 24.000 hektar di antaranya berupa hutan). Data ini, kata Elfian, menunjukkan, hasil konversi lahan gambut beserta hutan alam ditargetkan menghasilkan kayu alam 3,2 juta meter kubik.

“Rata-rata kebutuhan bahan baku industri pulp dan kertas RAPP sebesar 9 juta meter kubik,” katanya.

Izin hutan tanaman industri (HTI) RAPP mencapai 41.205 hektar (hampir separuh luas pulau, yakni 110.000 hektar). Greenomics yakin ancaman terhadap hutan gambut bisa menjadi kenyataan. Greenomics pernah mempresentasikan sebaran merata hutan alam gambut di Pulau Padang kepada Kementerian Kehutanan.

Karena itu, wajar jika penduduk resah. “Daya dukung Pulau Padang terhadap potensi bencana ekologi semakin rentan akibat konversi hutan alam gambut. Bencana bisa terjadi dalam bentuk banjir, intrusi air laut, ketersediaan air, dan penurunan daya dukung ekologi untuk sektor pertanian,” katanya.
Koordinator aksi warga Pulau Padang, Isnadi Esman, menyatakan, warga mendesak penghentian permanen aktivitas PT RAPP di Pulau Padang. “Sebelum itu terjadi, kami tetap bertahan melakukan di depan Gedung DPR/MPR,” katanya.

Warga khawatir HTI akan mengganggu hajat hidup masyarakat karena potensi kerusakan lingkungan yang bisa terjadi. (ICH)

